
SDM Kesehatan
Tenaga kesehatan (nakes) menggelar aksi unjuk rasa di depan
Gedung DPR, Jakarta Pusat pada Senin (7/8). Kapolres Metro Jakarta
Pusat Kombes Komarudin mengatakan massa menuntut agar segera
diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Aksi Nasional Nakes
dan Non Faskes Fasyankes 2023 menuntut beberapa poin antara lain
Pertama, mendesak Presiden menerbitkan PP atau Perpres tentang
meningkatkan status non ASN dengan tambahan nilai afirmasi 60
persen. Kedua, mendesak Presiden 1, 2 dan 3. Ketiga, mendesak
Presiden agar membuat regulasi khusus untuk pengalokasian
anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nakes
dan non nakes melalui Kementerian Kesehatan. Keempat, ASN PPPK
Fasyankes mendapatkan hak jaminan pensiun dan mendapatkan
hak perpanjangan kontrak sampai batas masih pensiun. Kelima, ASN
PPPK Fasyankes mendapatkan kesejahteraan jenjang karier. Keenam,
mendesak Pemerintah untuk menyiapkan regulasi jabatan pelaksana
atau jabatan fungsional umum PPPK untuk tenaga non nakes di
Fasyankes dan membuka formasi sesuai yang ada (existing) sesuai
data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).
Ketujuh, pendataan nakes dan non nakes dalam SISDMK melibatkan
seluruh non ASN tanpa melihat klasifikasi status non ASN.
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Covid-19
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi
Covid-19, sekaligus mengakhiri masa tugas Komite Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Dalam salinan
Perpres itu, dijelaskan bahwa pertimbangan penerbitan peraturan itu
karena status pandemi Covid-19 telah dinyatakan berakhir dan
status faktual Covid-19 telah berubah menjadi endemi di Indonesia.
Atas dasar itu, Pemerintah menilai perlu pengaturan pengakhiran
penanganan Covid-19 yang dilakukan pada masa pandemi.
Berdasarkan dua pertimbangan tersebut, maka Pemerintah perlu
menetapkan Perpres tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi
Covid-19.
Guru Besar Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia Tjandra Yoga
Aditama menyambut baik keluarnya Perpres Nomor 48 tahun 2023.
Meski begitu, Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara
itu meminta, pemerintah dapat membuat semacam rencana
strategi (strategic plan) penanganan Covid-19 pada tahun-tahun
mendatang. Tjandra mengatakan, dengan adanya strategic plan
tersebut dapat membantu pemerintah melakukan pengendalian
dan pengawasan terhadap penyebaran Covid-19 secara periodik. 

K﻿erja Sama Indonesia dan Starlink
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan Elon Musk
untuk menjajaki kemungkinan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan
Starlink, jaringan satelit milik Elon Musk, dalam menyediakan akses internet di
puskesmas yang terletak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). "Ini
merupakan upaya kami untuk memastikan layanan kesehatan yang setara
dan merata di Tanah Air," kata Budi di Jakarta, Minggu (6/8). Menkes
mengatakan puskesmas harus dipastikan infrastrukturnya memadai, karena
merupakan garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang sehat.
Data Kemenkes melaporkan saat ini dari 10 ribu lebih puskesmas yang ada,
masih terdapat sekitar 2.200 Puskesmas dengan 11.100 Puskesmas Pembantu
yang belum memiliki akses internet. Starlink adalah nama jaringan satelit yang
dikembangkan oleh perusahaan Spaceflight Swasta SpaceX untuk
menyediakan internet murah ke lokasi terpencil. 

Kesimpulan
Tren pemberitaan paling banyak pada isu Covid-19 yang
menekankan pada penerbitan Perpres Nomor 48 Tahun 2023 tentang
Pengakhiran Penanganan Pandemi Covid-19 yang sekaligus
mengakhiri masa tugas KPCPEN. Pertimbangan penerbitan peraturan
itu karena status pandemi Covid-19 telah dinyatakan berakhir dan
status faktual Covid-19 telah berubah menjadi endemi di Indonesia.
Hal ini dapat menjadi masukan bagi Kebijakan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular, Pusjak Upaya Kesehatan.

Stunting
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong sejumlah pihak untuk
bersama melakukan upaya promotif dan preventif untuk penanggulangan
stunting. Hal itu dilakukan untuk mengakselerasi pencapaian target prevalensi
stunting nasional. "Berbagai upaya preventif melalui deteksi dini sangat
penting dalam mengakselerasi pencapaian target prevalensi stunting yang
telah ditetapkan pemerintah," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya,
Selasa (1/8/2023). Menurutnya, hal itu bisa menjadi salah satu langkah untuk
pencegahan stunting khususnya di usia pertama kehidupan yakni 100 hari
pertama kelahiran.

Pembiayaan Kesehatan
Pemerintah Kota Depok Jawa Barat menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal)
Depok No. 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif
Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dengan menyesuaikan
tarif puskesmas dari Rp2.000 menjadi Rp10.000.  Wali Kota Depok Mohammad
Idris menyatakan terbitnya peraturan wali kota itu dengan
mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan,
daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan, dan kompetisi yang
sehat terhadap kebutuhan pengembangan layanan. Terhitung sejak 1 Agustus
2023, dijelaskan dalam Perwal untuk jenis pelayanan pagi bagi warga ber-KTP
Depok dikenakan tarif layanan kesehatan Rp10.000, lalu warga non-KTP Depok
dikenakan tarif layanan kesehatan Rp20.000. Perwal tersebut, akan mulai 

berlaku per 7 Agustus 2023. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang
melakukan layanan kesehatan di puskesmas tidak dikenakan biaya.



Kasus Bayi Tertukar
Dua bayi laki-laki yang lahir di Rumah Sakit Sentosa Bogor, Jawa Barat
pada 18 Juli 2022 diduga tertukar. Pada hari tersebut hanya ada dua ibu
yang melahirkan bayi laki-laki yakni Siti Mauliah dan Dian. Siti Mauliah
sudah melakukan tes DNA dan hasilnya menunjukkan bayi yang
selama ini dirawat bukan anak kandungnya. Sementara Dian mau
melakukan tes DNA dengan mengajukan sebuah syarat ke pihak
Rumah Sakit Sentosa Bogor. Ia meminta semua ibu yang melahirkan
pada 18 Juli 2022 di Rumah Sakit Sentosa Bogor dilakukan tes DNA. Juru
Bicara Rumah Sakit Sentosa Bogor, Greg Djako menyatakan syarat yang
diajukan Dian tidak dapat dipenuhi dengan alasan hanya ada dua bayi
laki-laki yang lahir di hari tersebut. Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan
meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk turun tangan dan
mencari solusi agar kedua pihak sama-sama tidak dirugikan. Politisi
Partai Gerindra itu menambahkan pihak RS Sentosa Bogor akan
mendapatkan sanksi karena telah melakukan kelalaian.
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Imunisasi Anak
Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Muhammad Syahril
mengatakan, seluruh bayi akan mendapatkan imunisasi tetes
rotavirus (RV). Program ini dilakukan untuk melindungi anak
Indonesia dari kejadian diare berat. Menurut Syahril, pemberian
imunisasi RV akan dilaksanakan secara nasional pada 15 Agustus
2023 di Sulawesi Selatan. Syahril mengungkapkan, pada 2022
pemberian imunisasi RV di Indonesia dilaksanakan secara bertahap
di 21 kabupaten/kota di 18 provinsi dengan sasaran 196.876 bayi. Saat
itu, ada dua pertimbangan yang dilakukan, yakni angka morbiditas
dan mortalitas diare yang tinggi pada balita serta kesiapan sumber
daya daerah dalam pelaksanaan imunisasi.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu menjelaskan
perluasan pencanangan imunisasi Human Papillomavirus (HPV)
merupakan upaya pemerintah untuk menjaga masa depan anak-
anak perempuan Indonesia agar terhindar dari kanker serviks yang
merupakan penyebab kematian tertinggi kedua di Indonesia. "Vaksin
HPV ini akan diberikan secara gratis dan sangat penting untuk
melindungi anak perempuan dari kanker serviks atau kanker leher
rahim. Tingkat kematian akibat kanker ini mencapai 50% karena
mereka datang sudah terlambat," kata Maxi dalam keterangannya,
Kamis (10/8).

UU Kesehatan
Pencabutan Mandatory Spending tidak ada kaitannya dengan skema pembiayaan
BPJS Kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diterima oleh peserta JKN. Mandatory
spending dimaksudkan untuk APBN dan APBD yang harus disediakan oleh pemerintah
untuk anggaran kesehatan. Dengan dihapuskannya mandatory spending bukan
berarti anggaran itu tidak ada, namun anggaran tersusun dengan rapi berdasarkan
perencanaan yang jelas yang tertuang dalam rencana induk kesehatan. Menurut Juru
Bicara Kementerian Kesehatan dr. M Syahril, mandatory spending itu terkait dengan
belanja yang wajib untuk membiayai program-program kesehatan seperti
pencapaian target stunting, menurunkan AKI, AKB, mengeliminasi kusta, eliminasi TBC,
dan juga penyiapan sarana prasarana. Sementara terkait upaya pendanaan
kesehatan perseorangan dalam program jaminan kesehatan yang dikelola BPJS tidak
terkait dengan mandatory spending dalam UU kesehatan tidak ada perubahan
pengaturan terkait BPJS Kesehatan. Sehingga Informasi tersebut tidak benar dan
menyesatkan.

Kesimpulan
Tren pemberitaan paling banyak pada isu Imunisasi Anak yang
menekankan pada seluruh bayi akan mendapatkan imunisasi tetes
rotavirus (RV). Program ini dilakukan untuk melindungi anak Indonesia
dari kejadian diare berat. Hal ini dapat menjadi masukan bagi
Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pusjak
Upaya Kesehatan.

Covid-19
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tak
perlu khawatir dengan varian Eris yang sudah masuk ke Indonesia. Sebab, tidak ada
peningkatan kasus Covid-19 maupun hospitalisasi yang terjadi. Berdasarkan data
Kementerian Kesehatan, Covid varian Eris atau yang dikenal EG.5.1 ini sudah terdeteksi
di Indonesia sejak Maret 2023. Juru Bicara Kemenkes RI Mohammad Syahril
sebelumnya mengungkapkan, kehadiran varian Eris tidak berdampak terhadap
keparahan dan kematian akibat Covid-19 di Tanah Air. Varian Covid Eris, lanjut Syahril,
termasuk ke dalam kelompok varian XBB, yang merupakan 'anakan' atau turunannya
varian Omicron. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
RI Muhadjir Effendy mengatakan, prosedur penanganan pasien yang terpapar Covid
varian Eris akan seperti penyakit menular biasa, meskipun varian ini menyebabkan
kasus Covid-19 di Inggris naik. Menurut Muhadjir, semua rumah sakit saat ini sudah
memiliki ruangan khusus untuk penyakit infeksius. Selain itu, pandemi Covid-19 juga
membuat rumah sakit mengantisipasi munculnya penyakit menular lain.

seperti rekayasa cuaca untuk memancing hujan; penerapan regulasi
untuk mempercepat penerapan batas emisi, khususnya di
Jabodetabek; dan memperbanyak ruang terbuka hijau. Kantor-kantor
juga didorong menerapkan sistem campuran antara kerja dari kantor
dan rumah. Dalam jangka menengah, Presiden meminta para menteri
dan kepala lembaga mempercepat pengurangan penggunaan
kendaraan berbasis fosil dan mendorong warga lebih banyak
menggunakan transportasi massal. Hal ini dinilai memungkinkan
karena selain MRT, kereta komuter, dan BRT, LRT juga akan beroperasi
pada bulan depan. Kereta cepat juga akan segera beroperasi. Untuk
jangka Panjang, Presiden meminta agar ada penguatan aksi mitigasi
dan adaptasi perubahan lingkungan.

Kesehatan LIngkungan
Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah dalam jangka pendek, menengah, dan
panjang untuk memperbaiki kualitas udara yang buruk di Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Uji emisi, penerapan campuran kerja dari
rumah dan dari kantor, penggunaan kendaraan umum, pengawasan industri dan
pembangkit listrik, sampai mitigasi perubahan iklim dinilai bisa jadi solusi. Untuk jangka
pendek diharapkan ada intervensi guna memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek,



Kerja Sama Indonesia dan Kenya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Presiden Republik
Kenya, William Ruto, di State House, Nairobi, Kenya, pada Senin
(21/8/2023). Jokowi mengatakan, dalam pertemuan itu, Indonesia dan
Republik Kenya telah membahas beberapa hal. Pertama, tentang
peningkatan volume perdagangan kedua negara yang mencapai 507
juta dollar Amerika Serikat (AS) pada 2022. Menurut Jokowi,
peningkatan itu perlu diperluas dengan penjajakan berbagai peluang-
peluang lainnya. Selain itu, Jokowi mengatakan, ia dan Presiden Ruto
juga mendorong pembentukan perjanjian dagang preferensial yang
bisa dilakukan oleh kedua negara sesegera mungkin. Utamanya untuk
investasi Indonesia ke Kenya di sektor energi dan memperluasnya ke
sektor agrikultur hewan (atau peternakan), serta kebutuhan untuk
membangun hubungan bilateral. "Ketiga, kerja sama antara masing-
masing, otoritas pengawas obat dari kedua negara dan kerja sama
antara Biofarma, yakni dengan obat generik Afrika yang terbatas pada
vaksin dan produk farmasi," kata Jokowi. Kepala Negara pun
menekankan soal energi baru terbarukan yang saat ini menjadi
komitmen semua negara. Kelima, Jokowi mengungkapkan, dalam
kondisi ketidakpastian global saat ini sudah saatnya semua
memperkuat semangat baru di antara negara-negara global. Selain
itu, dalam kunjungan kali ini Indonesia dan Kenya telah menghasilkan
beberapa kerja sama konkret.
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Aturan Sanksi Bullying Dokter
Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) merespons Kementerian
Kesehatan yang melayangkan sanksi berupa teguran karena
ditemukan praktik perundungan atau bullying di lingkungan rumah
sakit tersebut terhadap peserta program pendidikan dokter spesialis
(PPDS). Direktur Utama RSCM Lies Dina Liastuti menyebut sanksi yang
diterima itu sebagai bentuk pembinaan dan momentum
menghilangkan praktik perundungan di sana. "Kami memandang
bahwa sanksi peringatan yang kami terima ini sebagai bentuk
pembinaan dari Kementerian Kesehatan kepada kami," ujarnya
melalui keterangan resmi, Jumat, 18 Agustus 2023. 
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka-bukaan soal awal mula
Instruksi Menkes terkait perundungan dan bullying dibentuk. Dirinya
mengaku mendapatkan laporan terkait bullying di RSUP Adam Malik.
Saat itu, viral sosok dokter yang memberikan layanan buruk serta
kasar kepada pasien. Setelah diusut, yang bersangkutan merupakan
peserta didik dokter spesialis yang kemudian stres lantaran
mendapat perlakuan dan jam kerja di luar batas wajar. Menkes
mengaku terkejut mendapati sejumlah bentuk perundungan di luar
nalar. Dirinya juga menyinggung beberapa peserta didik yang sedari
awal mendapatkan buku panduan, bak tata cara menjadi junior baik  
selama menjalani PPDS. Dalam buku tersebut disebut Menkes terdiri
dari permintaan-permintaan di luar kewajiban pendidikan,
penyewaan rumah, hingga biaya lain dengan harga fantastis.

Kesehatan Lingkungan
Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengajak warga membatasi aktivitas di luar
ruang agar terhindar dampak udara buruk di Ibu Kota dan wilayah sekitarnya. "Hindari
beraktivitas di luar ruang terutama bagi kelompok rentan," kata Kepala Seksi Surveilans,
Epidemiologi, dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta Ngabila Salama saat dikonfirmasi di
Jakarta, Rabu (16/8). Kelompok rentan yang dimaksud seperti bayi di bawah lima.
tahun (balita), ibu hamil, pra lansia usia 45-59 tahun, dan lansia berusia lebih dari 60
tahun. Berikutnya, Ngabila mengimbau agar warga memakai masker medis ketika
berada di luar ruangan, serta menjalankan pola hidup sehat. Berdasarkan data situs
pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 11.55 WIB, Jakarta menduduki posisi pertama
sebagai kota dengan udara  terburuk di dunia. Indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta
berada di angka 163 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara
PM2.5.

Kesimpulan
Tren pemberitaan terbanyak menyoroti aturan sanksi bullying dokter.
Disebutkan bahwa RSCM merespons Kementerian Kesehatan yang
melayangkan sanksi berupa teguran karena ditemukan praktik
perundungan atau bullying di lingkungan rumah sakit tersebut
terhadap peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS). Hal ini
dapat menjadi masukan bagi Kebijakan Penyediaan, Peningkatan Mutu,
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Pusjak SKK dan SDK.

COVID-19
Kementerian Kesehatan RI mengadopsi mode transisi pengendalian jangka panjang
COVID-19 dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan COVID-19. Dalam
rekomendasi, WHO menyampaikan agar negara anggota mempersiapkan
kesiapsiagaan pandemi mendatang, mengintegrasikan vaksinasi COVID-19 ke dalam
program imunisasi rutin dan pelayanan kesehatan lainnya, melanjutkan komunikasi
risiko dan manajemen infodemik kepada publik, mengintegrasikan data surveilans
patogen pernafasan, dan melanjutkan dukungan kesiapan vaksin. Direktur Surveilans
dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Achmad Farchanny mengatakan
seluruh rekomendasi tersebut dijalankan Pemerintah RI melalui Keputusan Presiden
Nomor 17 Tahun 2023 pada Juni 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemi
dan mengubah status faktual COVID-19 menjadi endemi.

menjadi salah satu organ kerja dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
Serta, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) untuk tenaga
kesehatan non-dokter.

UU  Kesehatan
Kementerian Kesehatan mengatakan jika dokter dan tenaga kesehatan (nakes) lebih
dilindungi dalam UU Kesehatan yang baru saja disahkan. Dalam hal pemeriksaan atas
dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum perlu mendapatkan rekomendasi
terlebih dahulu dari majelis independen. Hal ini diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri
Bidang Hukum Kesehatan Dr. Sundoyo. Majelis akan melakukan pemeriksaan lalu
memberikan rekomendasi. Apakah penyidikan bisa dilakukan atau tidak. Misalnya,
dalam kondisi nakes harus mengutamakan keselamatan pasien, dimungkinkan
adanya tindakan ekstra yang harus dilakukan. Dan mungkin tindakan ini di luar
prosedur standar pelayanan rutin. Saat ini pemerintah sedang menyusun aturan
turunan dari UU Kesehatan. Dan bentuk dari majelis ini kemungkinan besar akan



Stunting
Poster Pintar mendapat sambutan positif dari pemerintah. Gambar
yang dibuat sebagai upaya meningkatkan perilaku pencegahan
stunting itu sudah tersebar ke lebih dari 450.000 rumah di Indonesia.
"Poster Pintar adalah alat promosi kesehatan yang terjangkau dan
mudah direplikasi, serta mudah digunakan oleh Kader Posyandu ketika
melakukan edukasi untuk mengubah perilaku hidup sehat di rumah
tangga demi terpenuhinya kesehatan optimal di periode 1000 hari
pertama kehidupan seluruh anak Indonesia," ujar Menteri Kesehatan RI
Budi Gunadi Sadikin. Poster Pintar merupakan inovasi dari 1000 Days
Fund, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada
pencegahan stunting di Indonesia. Poster Pintar ini merupakan salah
satu cara 1000 Days Fund untuk mensosialisasikan risiko stunting. COO
1000 Days Fund dr. Rindang Asmara menyebut, Kader Posyandu
merupakan pihak yang memiliki peran kunci penyuluhan serta
intervensi pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia. 
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Kesehatan Lingkungan 
Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri melakukan rapat
terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas masalah
polusi udara pada Senin (28/8/2023). Usai rapat, Menteri Kesehatan
Budi Gunadi Sadikin mengungkap bahwa polusi udara membuat
BPJS Kesehatan harus menghabiskan dana sedikitnya Rp10 triliun
untuk mengobati penyakit yang berkaitan dengan pernapasan. Ia
memaparkan, polusi udara bisa menyebabkan enam penyakit,
termasuk pnemumonia atau infeksi paru, Infeksi Saluran Pernapasan
Akut  (ISPA), asma, kanker paru, tuberkulosis, dan penyakit paru
obstruktif kronik (PPOK). "Kita laporkan bahwa keenam penyakit yang
disebabkan gangguan pernapasan ini beban BPJS-nya Rp10 triliun,"
kata Menkes Budi. Yang mengkhawatirkan, sepanjang 2023
Kementerian Kesehatan melihat ada tren kenaikan beban BPJS untuk
penyakit terkait pernapasan, terutama ISPA, asma dan pneumonia. 
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh Puskesmas
di DKI Jakarta mulai rutin mengecek kualitas udara dengan
sanitarian kit demi memperkuat data surveilans terkait polusi. Bila
hasil pengukuran menunjukkan angka polusi tinggi, puskesmas
diminta mengirimkan sampel tersebut ke laboratorium kesehatan
untuk menelaah sumber polusinya.  Sedikitnya ada tiga 'biang kerok'
utama polusi udara yakni transportasi, pembangkit listrik tenaga uap
berbahan bakar batu bara, serta industri-industri yang
menggunakan batu bara atau bahan bakar karbon lainnya. 

ASEAN Finance - Health Ministers Meeting 2023
Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan inisiatif untuk memperluas
pemanfaatan dana eksisting penanggulangan COVID-19 di negara kawasan ASEAN
untuk menghadapi pandemi di masa depan. Pada pertemuan yang melibatkan
Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan negara-negara kawasan ASEAN itu,
Indonesia mengusulkan agar dana eksisting tersebut diperluas pemanfaatannya
bukan hanya untuk COVID-19, tetapi bisa untuk menghadapi pandemi di masa
depan.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memimpin pertemuan tingkat tinggi
dengan para menteri kesehatan di kawasan ASEAN dan Sekretariat ASEAN, Kamis, di
Jakarta. "Hari ini kami berdiskusi dengan Sekretariat ASEAN dan Menteri Kesehatan
ASEAN untuk membahas mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan sektor
keuangan dan kesehatan dalam memperkuat arsitektur kesehatan di ASEAN,
terutama terkait pendanaan," kata Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis
Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Kamis (24/8).

Kesimpulan
Tren pemberitaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap
bahwa polusi udara membuat BPJS Kesehatan harus menghabiskan
dana sedikitnya Rp10 triliun untuk mengobati penyakit yang berkaitan
dengan pernapasan. Ia memaparkan, polusi udara bisa menyebabkan
enam penyakit, termasuk pnemumonia atau infeksi paru, Infeksi
Saluran Pernapasan Akut (ISPA), asma, kanker paru, tuberkulosis, dan
penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Hal ini dapat menjadi masukan
bagi Kebijakan Manfaat, Kepesertaan, dan Utilisasi Review dalam
Program JKN, Pusjak PDK

Layanan Kesehatan
Rumah Sakit Regional La Mappapenning milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di
Desa Mappesangka Kecamatan Ponre Kabupaten Bone memiliki fasilitas berkelas
internasional. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Bone, Selasa, mengatakan
hadirnya rumah sakit ini didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten
dan profesional, serta didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dan
mumpuni setara fasilitas rumah sakit internasional. "Satu-satunya RS pemerintah di
Sulsel dengan teknologi pneumatic tube. Merupakan sistem sarana transportasi
material handling dari satu ruangan ke ruangan lain, menggunakan volume udara
melalui jaringan instalasi pipa dengan kecepatan 6meter/detik," ujarnya. Rumah Sakit
Regional La Mappapenning, hadir untuk mewujudkan program prioritas di bidang
kesehatan. Letaknya yang jauh dari ibukota kabupaten diharapkan mampu menjadi
alternatif rujukan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kesehatan yang
berkualitas dan terjangkau.

sedini mungkin sehingga angka penyintasan dan keberhasilan
pengobatan meningkat serta beban pembiayaan kesehatan
berkurang. Maka dari itu, Kementerian Kesehatan saat ini menerapkan
sistem transformasi kesehatan pada salah satu dari empat pilar yaitu
layanan kesehatan primer dan layanan kesehatan lanjutan yang
merupakan prioritas utama.

Kanker
Direktur pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular Kementerian
Kesehatan Dr. Eva Susanti, S.Kp, M.Kes mengatakan skrining dan deteksi dini dapat
menurunkan beban pembiayaan kesehatan akibat kanker. Eva yang ditemui di sela
acara soal skrining kanker paru di Jakarta pada Rabu mengatakan, pada 2021
pembiayaan yang diakibatkan oleh kanker paru menduduki peringkat kedua terbesar
yang memakan biaya sekitar Rp3,5 triliun. Menurut Eva, upaya penanggulangan
khususnya skrining dan deteksi dini ini perlu dilakukan untuk bisa menemukan kasus 


